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BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.  Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 03 Tahun 2014
yang ditetapkan pada tanggal 08 Agustus 2014 Badan Kesbang dan Politik
Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina
idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial
dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.  Fungsi
Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a.  Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi
dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan
kemasyarakatan, politik dalam negeri;

b.  Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan
kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan
kemasyarakatan, politik dalam negeri;

c.  pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan
politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional,
ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri,

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang
kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan,
kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik

dalam negeri; dan

e.  pelayanan administratif.
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B.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014, sebagai berikut:

|
2.

Kepala;

Sekretariat, membawahi :

a.
b.

C.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :

a.
b.

Sub Bidang Ketahanan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

Sub Bidang Pembauran dan Kewarganergaraan.

Bidang Kewaspadaan Nasional, membawabhi :

a.
b.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penaganan Konflik; dan
Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.

Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi :

a.
b.

Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan; dan
Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

a.
b.

Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;dan
Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana

terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

Merumuskan, menyusun dan menetapkan program" kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

Melaksanakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi
(Desentralisasi) di bidang kesatuan bangsa dan politik, mencakup
bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang
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Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan dan bidang Politik Dalam Negeri;

Melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengkoordinasikan  pengendalian  kegiatan sebagai mediasi,
komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis
antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya
kehidupan politik yang demokratis;

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi
dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui
peningkatan wawasan kebangsaan dan pembauran dalam kebhinekaan;
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi
dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi
timbulnya berbagai bencana dan kerusuhan dalam rangka memelihara
kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan
urusan umum;

Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;

Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris, mempunyai tugas

sebagai berikut :

a.

Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya;

Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan
dan pengembangan administrasi umum dan kepegaw;lian, keuangan
serta evaluasi dan pelaporan;

Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;
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d.  Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi
program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi
dan pelaporan;

e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f.  Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,
penyusunan program evaluasi dan pelaporan;

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :
a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan,
kerumahtanggaan, keprotokolan dan keﬁumasan dilingkungan Badan
Kesatuan bangsa dan Politik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
sebagai berikut:

1)  Menyusun rencana kerja sub bagian;

2)  Melaksanakan

3)  administrasi ketatausahaan;

4)  Melaksanakan urusan rumah tangga;

5)  Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

6) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;

7)  Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset;

8) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
kantor serta lingkungannya,

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi
kepegawaian lingkup;

11) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungs_jnya;

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan,

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan urusan keuangan
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Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)

Menyusun rencana kerja sub bagian;

Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan
di lingkungan Badan;

Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran
anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
Melaksanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka
pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah
ditetapkan;

Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang
berlaku;

Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran
keuangan; _

Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan
penyetoran pajak-pajak;

Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan
belanja;

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharaan di
lingkup;

Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya,
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.  Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan

bahan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana,

program dan pelaksanaannya.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai

berikut:

1))
2)

3)

4)

Menyusun rencana kerja sub bagian;

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Badan;

Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan
dari sumber APBD maupun APBN;

Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
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5) Melaksanakan peyiapan bahan pengumpulan indikator
keberhasilan kegiatan Badan;

6) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan ke dalam
program kegiatan;

7)  Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari
Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanakan kegiatan
Badan;

9) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan
membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;

10) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;

11) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;

12) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

13) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik dibidang Politik Dalam

Negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Politik Dalam

Negeri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan
menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan
antar lembaga legislatif/ eksekutif;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan
menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;

c. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan
menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu;

d. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya

politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;
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e. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi
pembinaan politik;

f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;

g.  Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

h.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1.  Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;

Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijaksanaan, mediasi dan fasilitasi organisasi
politik. |

Rincian tugas Sub Bidang Organisasi Politik adalah sebagai
berikut:

1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi,
mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi
yang berhubungan dengan eksistensi/keberadaan partai politik;

2)  Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi,
mediasi dan komunikasi bantuan keuangan bagi partai politik
peserta pemilu;

3) Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan administrasi data
partai politik dan dokumentasi kepengurusan partai politik;

4)  Melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi, menghimpun
dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu dan administrasi Pergantian Antar
Waktu (PAW) keanggotaan DPRD,;

5) Melakukan monitoring kegiatan/agenda kerja partai politik
seperti Musda, Muscab, Muswil, Konferda, Rakwil, Rakerda dan
sebagainya; V‘

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.  Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik

Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam menyiapkan
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bahan perumusan kebijaksanaan pendidikan budaya politik

masyarakat.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik
mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pendidikan
budaya politik;
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik dibidang
bina idiologi dan wawasan kebangsaan. '
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan
menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran
Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara,

b.  Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi
pengembangan, sosialisasi dan pelatthan wawasan kebangsaan,
pembauran bangsa, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.

c.  Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi
pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;

d.  Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, meidasi dan komunikasi
pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;

e.  Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi
pelaksanaan wawasan kebangsaan;

f.  Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan;

g.  Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelapofan pelaksanaan
tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

h. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
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